KEMISKINAN DAN FILANTROPI ISLAM by Mahmudah, Husnatul
KEMISKINAN DAN FILANTROPI ISLAM 
 
Husnatul Mahmudah 
Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima 




Tulisan ini berusaha untuk menggali persoalan kemiskinan 
dan filantropi dalam Islam. Masyarakat Muslim 
mendapatkan stigma sebagai masyarakat yang tidak lepas 
dari kemiskinan. Kemiskinan seakan menjadi persoalan 
laten yang sulit ditemukan jalan keluarnya. Terdapat 
beberapa pemikiran tentang kemiskinan, antara lain, 
paradigma tradisionalis, modernis, revivalis, dan 
transformatif. Secara konseptual, Negara memiliki program 
penyelesaian masalah tersebut. Begitupun dengan semangat 
filantropi dalam  Islam, dapat dimanfaatkan untuk 
mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan yang 
mengarah pada keadilan sosial. Potensi sedekah, infak, 
wakaf dan hibah dapat dimaksimalkan dengan manajemen 
pengelolaan yang baik. Sebagai upaya untuk mewujudkan 
masyarakat yang sejahtera, maka kekuatan civil society dapat 
dimaksimalkan untuk melawan kemiskinan. 
 
Kata Kunci:  Kemiskinan, Filantropi, Islam. 
 
PENDAHULUAN 
Kemiskinan menjadi persoalan laten yang tidak pernah usai 
diperbincangkan. Saat ini kemiskinan tidak hanya mencakup 
kekurangan bahan pangan saja, akan tetapi lebih luas meliputi 
pendapatan (ekonomi), pendidikan, akses kesehatan, serta akses 
informasi.  Berbagai macam upaya pemerintah dilakukan untuk 
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menurunkan angka kemiskinan. Di tataran ekonomi makro, 
pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, menjaga 
stabilitas harga dan meningkatkan ketersediaan lapangan 
produktif. Dalam hal ini berbagai kebijakan ekonomi sosial telah 
ditempuh oleh pemerintah seperti program bantuan pangan 
(rastra), bantuan tunai bersyarat (PKH) dan bantuan jaminan 
kesehatan (BPJS/KIS). Dengan tujuan untuk menanggulangi 
kemiskinan, tidak serta-merta diikuti dengan menurunnya angka 
kemiskinan. Oleh karena itu kemiskinan di katakan sebagai 
permasalahan ekonomi sosial jangka panjang, ibarat sebuah 
penyakit yang terus menggerus kehidupan masyarakat. 
Ditengah praktik hidup hedonis dan korup elit negeri ini, 
penting membumikan gerakan filantropi Islam. Sebagai upaya 
penafsiran mendalam ajaran agama yang selama ini dipahami 
publik sebagai rutinitas ibadah mahdhah, dan diarahkan pada 
gerakan pemberdayaan umat, sehingga bebas penderitaan akibat 
kemiskinan, ketertindasan, dan keterbelakangan. Pengelolaan 
ibadah yang bersifat publik dirasionalisasi bagi fungsi sosial, 
ekonomi, dan budaya. Sekurang-kurangnya, menempatkan 
seseorang pada posisi bermartabat atau manusiawi. Adalah luar 
biasa ketika pemimpin, golongan elit (borjuis) menyediakan diri 
berbagi harta untuk rakyatnya. 
Jika dibaca secara jernih, kekuatan utama agama Islam yang 
menjadi ketertarikan tersendiri ialah etika dan semangat kasih 
sayang (kedermawanan) atas sesama, sikap terbuka dan toleransi. 
Di zaman terbuka saat agama-agama besar saling berebut 
pengaruh mencari pengikut sebanyak-banyaknya, tidak jarang 
memicu konflik disertai kekerasan fisik dan psikis. Konsep utama 
kepemimpinan Islam adalah mengedepankan kasih sayang 
(kedermawanan) pada sesama tanpa melihat agama, suku, dan 
bangsanya ataupun membedakan pendukungnya secara 
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politik. Sehingga yang menjadi hasil akhir terwujudnya negeri 
yang baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur.1 
Salah satu sifat Tuhan adalah Maha Pengasih dan Tuhan 
sangat menyukai orang-orang yang penuh kasih sayang. Nabi 
Muhammad dikenal sangat penuh kasih sayang dan dermawan, 
meski dalam keadaan terbatas sekalipun. Abu Bakar dan Umar bin 
Khattab berlomba menjadi orang yang paling dermawan. Semua 
menunjukkan ajaran Islam sangat mengutamakan dan menjunjung 
tinggi kedermawanan. Dalam diksi mutakhir disebut filantropi. 
Ajaran tentang zakat, kurban, infaq dan shadaqah dalam 
Islam memiliki aspek filantropi yang baik. Spirit dasarnya ialah 
saling berbagi rizki antara yang berpunya dan yang tidak 
berpunya. Dalam karitas (charity) atau kedermawanan atau 
filantropi itu terkandung solidaritas antar sesama, sehingga antara 
pemberi dan penerima selain mendapat rasa kebersamaan dan 
persaudaraan yang baik, juga akan mengikis kesenjangan sosial 
yang ada. Bedanya yang pertama datang dari perintah Tuhan, 
yang kedua merupakan kearifan kemanusiaan.  
Praktik filantropi merupakan penerapan prinsip jamaah 
atau manajemen dalam kehidupan sosial keagamaan. Filantropi 
adalah jawaban atas kritik Allah dalam surat al-ma’un. Bahwa 
ritual sholat tidak cukup sebagai bukti iman tanpa berpihak pada 
kaum tertindas, tidak beruntung dan miskin (dhua’afa). Shalat 
tanpa pembelaan kepada kaum miskin dan tertindas adalah 
pembohongan kesaksian iman. Sebelum Allah mengkoreksi itu, 
zakat dan derma justru dikuasai oleh elit feodal keagamaan yang 
tidak peduli terhadap penderitaan kaum tertindas seperti yang 
dimaksud oleh surat al-Ma’un tersebut.2 
                                                          
1 Frasa ini ada dalam firman Allah SWT. Frasa tersebut di sematkan 
pada Negeri Saba’. Negeri Saba’ merupakan keadaan negeri yang menjadi 
dambaan dan impian seluruh manusia (Musafa, Lc, https://almanhaj.or.id). 
2 Pokok Surah Al-Ma’un menjelaskan ancaman terhadap mereka yang 
tergolong menodai agama yakni mereka yang menindas anak yatim, tidak 
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Filantropi adalah dasar tumbuhnya kekuatan ekonomi 
kolektif bagi karya-karya sosial sebagai bentuk pemberdayaan 
umat dari ketertindasan, kemiskinan dan keterbelakangan 
pendidikan. Di Indonesia, kebanyakan filantropi tumbuh menjadi 
basis finansial masyarakat sipil, diluar peran dan kehadiran 
negara. Publik negeri ini menjadikan filantropi sebagai media 
penggalangan dana berbagai kegiatan sosial yang didasari sebagai 
suatu ibadah kepada Allah.  
Dari uraian yang dikemukakan di atas, secara umum tujuan 
utama filantropi Islam dalam berbagai bentuk itu mengarah pada 
keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Lebih jauh, bentuk-
bentuk filantropi itu telah berlangsung lama, namun hingga kini 
masyarakat Muslim sendiri sepertinya belum menikmati dan 
memeroleh kesejahteraan dan keadilan itu.  
 
FILANTROPI: PENGERTIAN, SEJARAH DAN KONSEPNYA 
DALAM ISLAM 
Kata filantropi (Inggris: Philanthropy) merupakan istilah 
yang tidak dikenal pada masa awal Islam, meskipun belakangan 
ini sejumlah istilah Arab digunakan sebagai padanannya. 
Filantropi kadang-kadang disebut al-‘ata’ al-ijtima’i (pemberian 
sosial) dan adakalanya dinamakan at-takaaful al-insaani (solidaritas 
kemanusiaan) atau ‘ata’ al-khairy (pemberian untuk kebaikan). 
Namun, istilah seperti al-birr (perbuatan baik) atau shadaqah 
(sedekah) juga digunakan.3 Dua yang terakhir ini tentu sudah 
dikenal dalam Islam, tetapi istilah filantropi merupakan 
pengadopsian pada zaman modern.  
Kata filantropi berasal dari bahasa Yunani ‚philantropia‛ 
(philo: cinta dan antrophos: manusia). Filantropi secara umum 
                                                                                                                                               
menolong orang yang meminta-minta, riya’ (ingin di puji sesama manusia) 
dalam sholatnya, serta engan menolong dengan barang-barang yang berguna. 
3 Barbara Ibrahim, From Charity to Social Change: Trends in Arab 
Philanthropy, (Kairo: American University in Cairo Press, 2008), h. 11 
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berarti cinta kepada sesama manusia. Mengingat luasnya makna 
cinta dalam yang terkandung dalam istilah tersebut, filantropi 
sangat dekat maknanya dengan charity(karitas) yang berarti juga 
‚cinta tak bersyarat‛ (unconditioned love).4 
Konsekuensi dari makna yang cukup luas di atas, 
mempengaruhi definisi yang beragam pula tentang filantropi. Satu 
definisi menyebutkan bahwa filantropi berarti ‚a voluntary 
enterprise of private persons, moved by an inclination to promote public 
good‛ (tindakan sukarela personal yang didorong kecenderungan 
untuk menegakkan kemaslahatan umum).5 Definisi lain 
menyatakan bahwa filantropi adalah sumbangan dalam bentuk 
uang, barang, jasa, waktu atau tenaga untuk mendukung tujuan 
yang bermanfaat secara sosial, memiliki sasaran yang jelas dan 
tanpa balasan material atau immaterial bagi pemberinya.6 Terlepas 
dari definisi tersebut, ada tujuan umum yang mendasari setiap 
definisi filantropi, yakni cinta yang diwujudkan dalam bentuk 
solidaritas sesama manusia, dimana yang lebih beruntung 
membantu mereka yang kurang beruntung. 
Menurut M. Dawam Raharjo, praktek filantropi 
sesungguhnya telah ada jauh sebelum Islam, mengingat wacana 
keadilan sosial juga telah berkembang.7 Sementara itu, Warren 
Weaver, direktur Rockfeller Foundation (AS) menegaskan bahwa 
filantropi sebenarnya bukanlah tradisi yang baru dikenal pada 
masa modern, sebab kepedulian seseorang kepada sesama 
                                                          
4Helmut K. Anheier dan Regina A. List, A Dictionary of Sivil Society: 
Philantropy and the Non-Profit Sector, (London: Routledge, 2005), h. 196 
5Robert L. Payton and Michael P. Moody, Understanding Philantropy, 
(Indianapolis: Indiana University Press, 2008), h. 6 
6 Warren F. Ilchman, Stanley N. Katz dan Edward L. Queen II, 
‚Pendahuluan‛ dalam Filantropi di Berbagai Tradisi di Dunia, (Jakarta: CSRC UIN 
Syarif Hidayatullah, 2006), h. x 
7 M.Dawam Rahardjo, ‚Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Mengurai 
Kebingungan Epistemologis,‛ dalam Idris Thaha (ed), Berderma untuk Semua: 
Wacana dan PraktekFilantropi Islam, (Jakarta: Teraju, 2003), h. xxxiv 
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manusia juga ditemukan pada masa kuno.8 Plato misalnya, telah 
memberikan tanah produktif miliknya sebagai wakaf bagi akademi 
yang didirikannya. Dalam Kristen, tradisi filantropi juga sangat 
ditekankan kepada para pengikut awal agama ini. Di kalangan 
Zoroastrianisme, filantropi pun menjadi salah satu komitmen 
penting mereka dalam kehidupan.  
Islam secara inheren memiliki semangat filantropis. Ini 
dapat ditemukan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi yang 
menganjurkan umatnya untuk berderma. Misalnya dalam al-
Baqarah: 215 disebutkan:  
ۡ َِٰلَۡۡوُلنَهََ َۡٔيَس  ۡفَوُلوُِل َو ٖ َۡخۡي  ِن  ۡم  تنم
هَفق 
َ
ٓۡأ َۡما ََنَۖۡقنل  ۡينوِفقن ۡوََۡماَذا ق َربِيَۡي ِن
َ ََتََٰمَٰۡوَۡۡٱۡل  ۡٱۡل 
بِيِلۡ ۡٱب نِۡوَۡۡٱل َمَسَِٰكيِۡوَۡ ۡۡٱلسَّ ٖۡفَإِنَّ َۡخۡي  َاِْۡمن  َعوُلن ََۡوَماَۡتف  ٢١٥َۡۡعوُلِيٞمۡۡۦبِىِۡۡٱّللَّ
Terjemahannya: 
‚Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang 
harus mereka infakkan. Katakanlah: Apapun kebaikan yang kamu 
infakkan kepada orang tua dan keluarga, anak yatim, orang miskin 
dan orang asing, dan kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah 
pasti mengetahuinya.‛9 
Sementara itu, dalam hadis dikemukakan bahwa Nabi bersabda: 
‚Perbuatan baik itu menjadi penghalang jalannya keburukan, 
sedekah sembunyi-sembunyi dapat memadamkan amarah Tuhan. 
Silaturrahim dapat memperpanjang umur, dan setiap kebaikan 
adalah sedekah. Pemilik kebaikan di dunia adalah pemilik kebaikan 
di akhirat. Dan pemilik keburukan di dunia adalah pemilik 
                                                          
8 Helmut K. Anheier dan Regina A. List, A Dictionary of Sivil Society: 
Philantropy and the Non-Profit...., h. 197 
9 Disamping ayat ini, masih banyak lagi ayat yang menekankan 
pentingnya infak atau sedekah. Misalnya Qs al-Baqarah: 263, 264, 266, 271, 276 
dan 275, al-Imran: 86, at-Taubah: 79, al-Mujadalah: 12 dan 13.  
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keburukan di akhirat, dan yang pertama masuk surga adalah 
pemilik kebaikan.‛10 
 
Pendeknya, prinsip umum filantropi Islam adalah ‚setiap 
kebaikan adalah sedekah.‛ Semangat filantropi juga diwujudkan 
oleh masyarakat Islam awal dalam berbagai bentuk, seperti 
sedekah, zakat, wakaf, infak, hadiah dan sebagainya. Dalam 
perkembangan sejarah Islam, lembaga filantropi ini semakin 
menunjukkan signifikansinya. Diantaranya karena perannya 
dalam pembentukan jaringan ulama yang memiliki misi dakwah 
dan penyebaran ilmu. Lebih jauh, munculnya berbagai lembaga 
pendidikan Islam, seperti yang disebut madrasah tidak dapat 
dipisahkan dari peran filantropi Islam. Dalam bidang pendidikan 
ini, bukan hanya orang-orang kaya, para penguasa dari Abbasyiah 
hingga Turki Utsmani pun menunjukkan semangat filantropis 
yang sangat besar melalui pendirian sejumlah lembaga. Tidak 
heran jika lembaga-lembaga pendidikan seperti Madrasah 
Nizamiyah di Baghdad, al-Azhar di Kairo dan lain sebagainya, 
berdiri berkat filantropi dari para penguasa Islam.11 
Terdapat beberapa Aspek-aspek Filantropi yang dipraktekkan 
dalam Islam yang diambil dari pedoman hidup masyarakat 
muslim (al-Qur’an dan hadis). Aspek-aspek filantropi tersebut 
adalah sebagai berikut. 
1. Shadaqah 
Istilah shadaqah (Indonesia: sedekah) banyak ditemukan 
dalam sumber-sumber Islam, terutama al-Qur’an dan hadis, 
dengan beragam makna. Ia bisa berarti zakat, yang merupakan 
kewajiban bagi setiap muslim. Tetapi juga dapat bermakna derma 
                                                          
10 HR. Tabrani, dikutip dalam Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Beirut: Dar al-
Fikr, 1982), h. 357 
11 Azyumardi Azra, ‚Diskursus Filantropi Islam dan Civil Society‛ 
dalam Idris Thaha (ed), Berderma untuk Semua: Wacana dan PraktekFilantropi Islam, 
(Jakarta: Teraju, 2003), h. xxiv  
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yang bersifat sukarela, yang kadang-kadang disejajarkan dengan 
infak.12 Dengan demikian, shadaqah dapat dipandang sebagai 
istilah umum yang menaungi sejumlah praktik filantropis dalam 
Islam.  
Ibnu Arabi mendefinisikan shadaqah sebagai ‚ibadah yang 
timbul dari kehendak bebas berdasarkan kemampuan seseorang.‛ 
Yang harus digarisbawahi disini adalah kehendak bebas dan 
kemampuan yang tanpa keduanya berarti seseorang telah 
mewajibkan sesuatu pada dirinya. Dengan demikian, sedekah 
dilakukan tanpa paksaan dan bukan di luar batas kemampuan 
seseorang. Karena itu, sedekah pada dasarnya adalah 
mendermakan harta diluar kewajiban zakat.13 
Shadaqah merupakan bentuk kedermawanan Islam yang 
sangat luas. Ia memiliki dimensi sosial dan keagamaan, yang tidak 
terbatas hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi umat manusia 
secara umum. Karena itu, ia menjadi salah satu aspek filantropi 
Islam yang sangat potensial bagi kesejahteraan secara umum. 
2. Zakat  
Berbeda dengan shadaqah yang bersifat sukarela, zakat 
dikenal sebagai rukun ketiga dari lima rukun Islam (arkan al-Islam), 
                                                          
12 Perbedaan antara infak dan shadaqah ini sangat tipis. Meskipun 
demikian, infak lebih cenderung diartikan nafkah, dimana diri dan keluarga 
merupakan sasaran utama, baru ke golongan lainnya. Pembedaan antara 
shadaqah dalam pengertian zakat dan shadaqah dalam arti sedekah tampaknya 
dilakukan secara tegas setelah wafatnya Nabi. Untuk memilah makna yang 
demikian luas itu, para ulama mengklasifikasi shadaqah secara garis besar 
kedalam dua pengertian: shadaqah sebagai sinonim zakat yang bersifat wajib, 
dan shadaqah yang bersifat sukarela dengan istilah sadaqat al-tatawwu’ atau 
sadaqat al-nafl (sedekah sukarela atau sunah).  Dalam tulisan ini akan difokuskan 
pada shadaqah yang bersifat sukarela (sadaqat al-tatawwu’) atau akan ditulis 
shadaqah saja.   
13 Rachmat Djatnika, ‚Filantropi Islam menurut Yurisprudensi Islam‛ 
dalam Idris Thaha (ed), Berderma untuk Semua..., h. 31 
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setelah syahadat dan shalat. Bahkan perintah zakat sendiri sering 
dikaitkan dengan perintah shalat dalam satu lafaz.14 
Zakat sendiri memiliki dimensi ganda: sebagai tindakan ibadah 
yang bertujuan untuk menyucikan pembayarnya, dan sebagai 
tindakan sosial untuk meningkatkan penghasilan penerimanya.15 
Sehingga tidak heran jika kemudian pembahasan tentang zakat 
sering ditemukan dalam fikih ibadah, tetapi tidak jarang pula 
menjadi perhatian fikih politik ekonomi, bersandingan dengan 
keuangan publik atau suyang dinamis, dari smber-sumber 
pemasukan negara lainnya. 
Zakat tidak dikenakan kepada seluruh harta benda 
seseorang, tetapi hanya harta yang memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut. Pertama, harta tersebut dimiliki secara nyata. 
Kedua, kepemilikannya atas harta tersebut bersifat mutlak, dalam 
arti benar-benar dalam kewenangannya. Ketiga, harta tersebut 
harus mengalami pertumbuhan. Keempat, harta tersebut melebihi 
dari kebutuhan dasar seseorang. Kelima, yang wajib dizakati telah 
mencapai setahun ditangan pemiliknya, kecuali tanaman dan harta 
temuan (rikaz), yang waktu pembayarannya dilakukan saat panen 
atai ditemukan. Keenam, harta tersebut telah mencapai jumlah 
minimal harta yang harus dizakati (nisab), disamping besaran 
zakat yang harus dikeluarkan (miqdar) darinya.16 
                                                          
14 Dalam al-Qur’an terdapat banyak sekali perintah zakat yang 
berbarengan dengan perintah shalat. Berikut penulis menghimpun ayat-ayat 
terkait. Al-Baqarah: 43, 83, 110, 117, 277; an-Nisa: 77, 162; al-Maidah: 12, 55; at-
Taubah: 18, 71, Maryam: 55; al-Anbiya: 73; al-Hajj: 41, 78; al-Mu’minun: 4; an-
Nur: 37, 56; an-Naml: 3; Luqman: 4; al-Ahzab: 33; al-Mujadilah: 13; al-
Muzammil: 20 dan al-Bayyinah: 5. Adapun ayat tentang zakat yang berdiri 
sendiri adalah: Al-a’raf: 156, at-Taubah: 58, 60, 103, 104, ar-Rum: 39, al-Fushilat: 
7. 
15 Said Sabiq, Zakat dan Pembagiannya, (Bandung: Ma’arif, 1983), h. 286 
16 Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1994), h. 39-
40 
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Zakat merupakan salah satu bentuk filantropi Islam, yang 
tujuan utamanya adalah keadilan dan kesejahteraan sosial, yang 
dijiwai oleh semangat mendekatkan diri kepada Tuhan. Disini 
muncul pertanyaan, mengapa zakat yang bersifat wajib disebut 
filantropi, yang pada dasarnya merupakan kedermawanan yang 
bersifat sukarela? Dalam pandangan Dawam Rahardjo, zakat 
sebenarnya adalah penyucian diri yang bersifat individual. 
Walaupun ia merupakan kewajiban tetapi sifatnya individual, 
namun manfaatnya dapat dirasakan dalam lingkungan sosial yang 
luas.17 
Dengan demikian, membayar zakat pada dasarnya adalah 
wajib etis dan karenanya dapat disebut filantropi yang juga 
didasarkan pada moralitas. Meskipun penerimanya telah 
ditetapkan, fungsi zakat sesungguhnya sangat luas, termasuk 
sarana-sarana yang dapat mengantarkan pada tujuan tersebut. 
Lebih jauh dalam pengelolaannya, disamping oleh LAZIS 
diperlukan juga keterlibatan negara, sehingga sensifitas 
kepemimpinan yang simpati dan berkeinginan kuat untuk 
mengentaskan kemiskinan dan memajukan kesejahteraan umat 
sangat diperlukan disini. 
3. Wakaf 
Bentuk filantropi lain dalam Islam adalah wakaf (waqf). 
Seperti zakat, wakaf juga masuk ke dalam kategori shadaqah. 
Akan tetapi, untuk membedakan dari bentuk-bentuk shadaqah 
lainnya, ia biasanya disebut shadaqah jariyah (shadaqah yang terus 
mengalir pahalanya). Berbeda dengan shadaqah dan zakat, wakaf 
tidak diperintahkan (diwajibkan) secara eksplisit dalam al-qur’an. 
Meskipun demikian, beberapa ayat mengisyaratkan akan hal itu, 
seperti: al-Baqarah: 44 dan 224, dan al-Imran: 92. Dua ayat pertama 
menggunakan kata birr (perbuatan baik), sedangkan ayat terakhir 
menggunakan kata infaq, yang keduanya merupakan padanan dari 
                                                          
17 M.Dawam Rahardjo, ‚Filantropi Islam dan..., h. xxxviii 
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filantropi seperti yang diuraikan di atas. Lebih jauh diyakini 
bahwa tidak ada persoalan yang tidak dijelaskan dalam al-Qur’an, 
meskipun sangat global yang perincannya ditemukan dalam hadis-
hadis Nabi. Hukum wakaf termasuk dalam kategori ini, dimana 
secara eksplisit ditemukan dalam hadis, sementara al-Qur’an 
hanya mengisyaratkan saja.18 
Dalam lintasan sejarah Islam, fungsi wakaf telah digunakan 
untuk berbagai tujuan: sebagai lembaga filantropi, agen layanan 
sosial, dan bahkan sebagai lembaga politik yang bertarung dengan 
kekuatan penguasa. 
 
REALITAS KEMISKINAN DAN KONSEP KEADILAN SOSIAL 
Realitas yang tampak di depan mata saat ini menunjukkan 
betapa umat Islam berada pada posisi marginal, tertindas, dan 
subordinat. Permasalahan utama yang muncul pada umat Islam 
pada umumnya terkait dengan faktor keterbelakangan ekonomi, 
sosial, dan instabilitas politik. Upaya kritis untuk menyelesaikan 
permasalahan ini mendesak untuk dilakukan demi 
menyelamatkan Islam dari kemunduran dan benturan bertubi-tubi 
dari arus global. Tumpuan utama kemunduran tersebut jelas 
berawal dari kemiskinan yang melanda sebagian besar masyarakat 
di negeri-negeri Muslim sendiri. Efek domino atas fenomena 
kemiskinan muncul dalam beragam wajah dan gejala, dari 
kemerosotan moral, kriminalitas, masalah kesehatan, kedaulatan 
dan independensi negara, bahkan sampai menghambat aktivitas 
ritual keberagamaan umat. 
Yusuf Qardhawi melakukan pemetaan corak pandangan 
kaum Muslim sendiri terhadap permasalahan kemiskinan. 
Setidaknya ada beberapa sudut pemikiran terhadap kemiskinan, 
                                                          
18 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf, asrul Sani 
Fathurrahman (Terj), (Jakarta: IIMaN, 2004), h. 12-13 
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yaitu tradisionalis, modernis, liberal, revivalis, dan transformatif.19 
Pemikiran tradisionalis percaya bahwa permasalahan kemiskinan 
umat pada hakekatnya adalah ketentuan dan rencana Tuhan. 
Masalah kemiskinan dan marginalisasi tidak jelas kaitannya 
dengan globalisasi dan neoliberalisme. Ia justru dianggap sebagai 
ujian atas keimanan seorang yang tidak diketahui manfaat dan 
mudharatnya, ataupun petaka di balik kemajuan dan 
pertumbuhan serta globalisasi bagi umat manusia dan 
lingkungannya kelak. Akar teologisnya bersandar pada konsepsi 
sunni tentang predeterminisme (takdir), ketentuan dan rencana 
Tuhan sebelum manusia diciptakan. Hal ini terutama dianut oleh 
gologan asy’ariah, mereka menganggap manusia tidak memiliki 
free will untuk menciptakan sejarah mereka sendiri. 
Pemikiran kaum modernis maupun liberal terhadap 
kemiskinan dan keterbelakangan pada dasarnya sepaham dengan 
pemikiran modernisasi sekuler. Mereka percaya bahwa masalah 
yang dihadapi kaum miskin pada dasarnya berakar pada sikap 
mental yang salah, budaya yang tidak mendukung atau wacana 
teologi mereka. Bukan dilihaat dari struktur kelas, gender dan 
sosial sebagai pembentuk nasib masyarakat. Bagi mereka, umat 
harus berpartisipasi dan mampu bersaing dalam proses 
industrialisasi dan globalisasi serta proses pembangunan. 
Kemiskinan tidak ada sangkut pautnya dengan neoliberalisme dan 
globalisasi. Kalau perlu justru umat Islam dipersiapkan untuk 
menjadi liberal agar mampu bersaing dalam globalisasi. 
Pandangan ini berakar dari pemikiran para reformis seperti 
Muhammad Abduh Mesir dan Mustafa Attaturk di Turki serta 
beberapa pembaharu lainnya. Asumsi dasar mereka adalah bahwa 
keterbelakangan karena Islam melakukan sakralisasi terhadap 
semua aspek kehidupan. 
                                                          
19Lihat Yusuf Qardhawi, TeologiKemiskinan, (Yogyakarta: MitraPustaka, 
2002), h. 225-229 
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Paradigma revivalis sering dilabeli dengan istilah 
fuldamentalisme. Ia melihat faktor ke dalam dan keluar sebagai 
akar penyebab persoalan kemiskinan dan kemunduran umat 
Islam. Penyebabnya adalah karena semakin banyak umat yang 
memakai ideologi lain sebagai pijakan ketimbang al-Qur'an 
sendiri. Globalisasi dan politik bagi mereka hanyalah agenda Barat 
dan konsep non Islami yang dipaksakan oleh masyarakat non 
Muslim. Mereka menganggap telah dipinggirkan oleh apparatus 
developmentalis dan globalisasi. Resistensi yang dilakukan mereka 
dengan menerbitkan buku-buku mengorganisir kelompok diskusi 
dikalangan mahasiswa, menciptakan simbolisasi dalam bentuk 
cara berpakaian atau proyek percontohan sistem kemasyarakatan 
dan ekonomi tertutup atas Kapitalisme. 
Paradigma transformatif adalah pikiran alternative dari 
ketiga yang lainnya. Baginya, kemiskinan disebabkan oleh 
ketidakadilan system dan struktur ekonomi, politik dan budaya. 
Keadilan menjadi prinsip fundamental dari paradigma ini. Fokus 
kerjanya adalah selain mencari akar teologi, metodologi, dan aksi 
yang memungkinkan terjadinya transformai sosial. Pemihakan 
terhadap kaum miskin dan tertindas (dhu’afa) tidak hanya di ilhami 
oleh al-Qur'an, tetapi juga hasil analisis kritis terhadap struktur 
yang ada. Islam bagi kelompok ini dipahami sebagai agama 
pembebasan bagi yang tertindas, serta mentransformasikan sistem 
eksploitasi menjadi sistem yang adil. Dan inilah yang mendasari 
gerakan Islam kiri untuk mengambil posisinya dalam menghadapi 
problem sosial yang dihadapi umat saat ini. Umat Islam, terutama 
kelompok miskin tertindas, di era globalisasi kapitalisme akan 
menghadapi gelombang kemiskinan struktural yang belum pernah 
mereka alami sebelumnya.  
Golongan Muslim miskin membutuhkan teologi, paradigma 
dan analisis sosial yang memihak pada mereka, itulah teologi bagi 
kaum tertindas, teologi yangmembebaskan mereka dari 
ketertindasan dan eksploitasi global. Bagi golongan miskin dan 
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marginal, kehadiran globalisasi lebih membawa ancaman 
ketimbang berkah. Sebuah teologi yang memberi ruang bagi 
pembelaan kaum tertindas sangat diperlukan dengan membentuk 
gerakan sosial (social movements).  
Tantangan terbesar yang dihadapi adalah dukungan masa 
atas legitimasi teologis ini. Islam kiri dalam kenyataannya 
tergolong kecil dari segi jumlah dan cenderung ada jarak dengan 
masyarakat. Tantangan lain adalah kuatnya paradigma dominan 
penganut globalisasi neoliberalisme yang telah berhasil 
menundukkan pemerintah dan Negara, melalui infiltrasi gagasan 
pasar bebas atas setiap kebijakan negara sehingga mampu 
melindungi kepentingan mereka. 
Dalam sejarah keagamaan telah dibuktikan, bahwa sebuah 
agama bisa menyalakan revolusi dan meruntuhkan kekuasaan 
korup. Iman dalam konteks ini adalah proses internal kenyataan 
dan dorongan menuju perubahan dan bukan mencari penyesuaian 
atas realita yang ada. Jangan sampai agama justru dimanfaatkan 
untuk mempertahankan dan mendukung status quo. Sikap 
keagamaan yang berlabel kiri ini mengandung makna bahwa Islam 
adalah agama yang meletakkan kaum yang terdzalimi sebagai 
pihak pertama yang harus dibela, dilindungi dan diperjuangkan. 
Islam kiri bukan berarti ingin menegakkan kediktaktoran atau 
perombakan terhadap doktrin keagamaanyang ada, melainkan 
lebih pada upaya untuk melakukan interpretasi dari sudut 
pandang khusus yang justru sangat dibutuhkan keberadaannya 
namun banyak dilupakan oleh sebagian besar umat Islam, yaitu 
untuk tujuan menegakkan keadilan bagi seluruh umat manusia. 
Dalam kenyataannya kesadaran teologis umat belum 
menyentuh berdampak secara langsung terhadap kaum lemah. 
Gagasan egaliterisme ekonomi tidak masuk dalam khasanah 
teologi sebagian besar umat lantaran kekayaan sebagian orang 
Islam begitu besar, di sisi lain ketimpangan itu menimpa sebagian 
besar umat Islam yang jatuh dalam penderitaan. Di sini agama 
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telah kehilangan peran revolusioner nya karena menjadi sekedar 
perkakas untuk sebuah pagelaran diskusi, paling yang berminat, 
akan menjadikan agama sebagai komoditi seni yang menghibur. 
Sementara itu tujuan akhir Islam, sebagaimana Sayyid Qutb, 
membangkitkan kemanusiaan manusia, membangunnya, 
menyegarkan, dan mengibarkan kejayaan dan membuatnya 
dominan dalam segala aspek kehidupan. 
Sebagian besar para pemikir Muslim menyetujui pendapat 
H.A.R. Gibb yang menyatakan bahwa Islam sesungguhnya bukan 
hanya satu sistem teologi semata, tetapi ia merupakan peradaban 
yang lengkap.20 Menariknya, dari statemen Gibb tersebut adalah 
hampir semua kelompok umat Islam sepakat dan mendukung 
sebuah perpaduan (integritas) antara agama dan urusan dunia 
merupakan satu entitas yang utuh. Sehingga antara yang profan 
dan yang sakral tidak ada perbedaan yang mencolok. 
Meskipun dalam hal-hal tertentu umat Islam menolak 
pembatasan agama dalam arti sempit, namun menurut Gibb, suatu 
pembatasan dalam bidang agama, akan memberikan dampak yang 
positif, asalkan berangkat dari satu anggapan bahwa unsur agama 
dalam masyarakat sangat berhubungan erat dengan unsur-unsur 
lainnya. Islam tidak selalu memerintahkan pemelukya untuk 
‚memperebutkan‛ surga lewat ibadah yang bersifat individual, 
namun juga menghendaki pemeluknya untuk menyadari bahwa 
kebahagiaan dan eksistensi manusia adalah dengan penghargaan 
atas manusia lain. 
Sebagaimana diketahui, kehidupan menjadi dambaan 
masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan demikian, 
kondisi yang menunjukan adanya taraf hidup yang rendah 
merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka 
perwujudan kondisi yang sejahtera tersebut. Kondisi kemiskinan 
dengan berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu 
                                                          
20 Gibb, H.A.R., 1954, Modern Trend in Islam, (terj.) L.E. Hakim, (Jakarta: 
Tintamas, 1959), h. 59-61 
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bentuk masalah sosial yang menggambarkan kondisi kesejahteraan 
yang rendah. Oleh sebab itu, wajar apabila kemiskinan harus 
menjadi perhatian penting pemegang tampuk kepemimpinan 
(penguasa) sebagai tindakan perubahan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. 
Keadilan adalah salah satu keutamaan yang menjadi tujuan 
dan menempati dimensi penting dalam kehidupan manusia. 
Keadilan adalah salah satu topik lama yang mengiringi sejarah 
manusia.21 Definisi keadilan digambarkan dengan singkat sebagai 
‚tribuere cuique’ suum‛ atau dalam istilah berbahasa Inggris biasa 
disebut ‚to give everybody his own.‛22 Dalam hal ini, mengutip Franz 
Magnis Suseno,  bahwa titik tolak dari keadilan adalah 
memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.23 
Secara umum ada tiga ciri khas yang menandai keadilan. 
Pertama, keadilan selalu tertuju pada orang lain (direct otherness). 
Menurut Aristoteles, keadilan adalah kebajikan yang utama, 
keadilan pelaksanaannya harus aktif dalam relasi dengan orang 
lain. Kedua, keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan. Dalam 
hal ini, kembali pada konsep awal bahwa keadilan adalah 
‚kewajiban‛ memberikan hak orang lain yang melekat pada 
individu tersebut. Sehingga, keadilan bersifat mengikat bagi 
siapapun yang memiliki kewajiban untuk 
melaksanakan/mewujudkan keadilan tersebut. Ketiga, keadilan 
menuntut persamaan (equality), ini berarti bahwa kewajiban 
(memberikan setiap orang haknya) dilaksanakan tanpa berat 
sebelah.24 
                                                          
21Salah satu peradaban tua yang menjunjung tinggi keadilanadalah 
Imperium romawi kuno, dimana Justicia, sang Dewi Keadilan dikenal sebagai 
lambing keadilan merupakan warisan dari peradaban kuno tersebut.  
22Morris Ginsberg, Keadilan dalam Masyarakat, (Yogyakarta: Pondok 
Edukasi, 2001), h. 6 
23Franz Magnis Suseno, Kuasadan Moral, (Jakarta: Gramedia, 2003), h. 54 
24Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John 
Rawls, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), h. 23 
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Pembahasan tentang keadilan sosial diulas secara sistematis 
oleh Jhon Rawls dalam A Theory of Justice. Keadilan pada dasarnya 
adalah pendistribusian seluruh nilai sosial – kebebasan dan 
peluang, pendapatan dan kekayaan, di samping dasar-dasar sosial 
harga diri secara sama. Jika pendistribusian itu tidak sama, hal itu 
tetap menjadi keuntungan (anvantage) bagi setiap orang.25Agar 
keadilan sosial tersebut berjalan kokoh, maka harus ada prinsip 
yang mendasarinya, yaitu kebebasan (liberty), kesamaan (equality) 
dan solidaritas (solidarity). Rawls menegaskan bahwa semua 
prinsip keadilan sosial baru bisa diwujudkan jika didukung oleh 
institusi sosial (social institution) dan lembaga inilah yang 
sesungguhnya menjadi subjek keadilan sosial.26 
Konsepsi keadilan sosial Jhon Rawls di bangun atas dasar 
pandangannya tentang masyarakat ideal yang disebutnya 
masyarakat yang tertata baik (well-ordered society). Masyarakat ideal 
menurutnya adalah yang diatur secara efektif oleh sebuah konsep 
keadilan sosial yang dapat diterima oleh semua pihak, yaitu 
masyarakat dimana; (1) setiap orang menerima dan mengetahui 
bahwa orang lain menganut prinsip keadilan yang sama; (2) 
institusi-institusi sosial dasar yang ada sejalan dengan prinsip-
prinsip tersebut.27 Ini sejalan dengan gagasan utama teorinya yang 
disebut dengan justice as fairness. 
Dari seluruh uraian yang telah dipaparkan di atas 
menunjukanbahwa filantropi Islam dengan berbagai aspeknya 
bertujuan pada keadilan sosial. Akan tetapi mengingat keadilan 
sosial itu sendiri memiliki berbagai dimensi, tidak mungkin 
seluruhnya saat ini ditanggulangi oleh filantropi Islam tanpa 
                                                          
25 Jhon Rawls, A Theory of Justice, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 
54 
26 Ibid., h. 266 
27Jhon Rawls, Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan 
Kesejahteraan dalam Negara, (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2006), h. 5 
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campur tangan pemimpin dan kepemimpinan yang berpihak pada 
kesejahteraan umat. 
 
FILANTROPI ISLAM: IKHTIAR MELAWAN KEMISKINAN, 
MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL. 
Tugas generasi masa kini adalah untuk mengurangi energi 
dan atensi pada aspek ‚kepentingan‛ politik, ekonomi dan sosial 
budaya agar lebih memikirkan konsep-konsep dan upaya-upaya 
untuk menanggulangi tantangan modernitas, yakni tantangan 
yang muncul dari akibat berjalannya ‚mekanisme pasar‛ yang 
cenderung represif dan membelenggu masyarakat. Realitas 
masyarakat yang menjadi miskin kebanyakan bukan karena malas 
bekerja. Banyak masyarakat miskin yang justru bekerja banting 
tulang 24 jam sehari. Mereka menjadi miskin karena hidup di 
dalam sistem yang menciptakan kemiskinan dan mendukung 
penindasan terhadap orang miskin. Cara-cara tradisional dalam 
pengentasan kemiskinan, terlihat tak berdaya dan kedodoran 
menghadapi sistem kapitalisme global dan pemiskinan struktural 
oleh negara terhadap rakyatnya. 
Merujuk pada surat al-Ma’un yang mengajarkan bahwa 
ibadah ritual itu tidak ada artinya jika pelakunya tidak melakukan 
amal sosial. Surat ini bahkan menyebut mereka yang mengabaikan 
anak yatim dan tak berusaha mengentaskan masyarakat dari 
kemiskinan sebagai ‘pendusta agama’. Jika ingin membebaskan 
kemiskinan, mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya mesti 
mempraktikkan hidup yang berfilantropi. Sebab perlu disadari 
bahwa ajaran Islam telah sempurna mengajarkan nilai-nilai 
filantropi, namun dalam pelaksanaannya tujuan utama filantropi 
ini masih jauh dari yang dicita-citakan.  
Dalam Islam, kecerdasan (fathanah) sangat diperlukan. 
Sehingga melahirkan kreativitas dalam kehidupan, yang menjadi 
modal penting untuk mewujudkan perubahan (change/taghyir). 
Modal sosial yang terkandung dalam nilai-nilai filantropi Islam 
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mestinya menjadi perhatian khusus dalam pengelolaannya untuk 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat muslim yang 
sejak semula munculnya Islam telah terlatih untuk bersikap 
‚kritis‛ terhadap rutinitas kehidupan dunia yang materialistik 
konsumtif.28 Ajaran Islam juga selalu mengaitkan keberagamaan 
dengan problema kemiskinan. Ibadah formal atau ibadah mahdah, 
baik yang disebut shalat, puasa, zakat dan lain-lain, sebenarnya 
terkandung makna yang mendasar yakni ‚pengambilan jarak‛ dari 
proses berlakunya hukum alam (proses sakralisasi).  
Filantropi Islam tetap berperan penting dalam upaya 
pemberantasan kemiskinan dan penguatan sejumlah pranata 
keadilan sosial, diantaranya melalui civil society. Dengan 
optimalisasi lembaga-lembaga ZIS/Wakaf, civil society akan 
menjadi kuat dan mampu bersaing dengan lembaga yang didanai 
oleh pemerintah. Fungsi filantropi Islam hendaknya lebih 
diperluas (universal) orientasinya,  tidak hanya terhenti pada 
sandang dan pangan. Mengingat banyaknya masalah-masalah lain 
yang berkaitan dengan keadilan social seperti, pemberdayaan 
perempuan dan kesetaraan gender, serta diskriminasi terhadap 
permpuan dan anak yang makin marak. 
 
SIMPULAN 
Dari seluruh uraian yang dipaparkan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa filantropi Islam dengan berbagai aspeknya 
bertujuan mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi mengingat 
keadilan sosial sendiri memiliki berbagai dimensi, tidak mungkin 
jika hanya ditanggulangi oleh filantropi Islam. Karena itu, 
setidaknya filantropi Islam memiliki peran strategis dalam 
melapangkan jalan mewujudkan keadilan social melalui civil 
society, diantaranya dengan tujuan penegakan hukum dan 
kebijakan yang mendorong pada keadilan sosial. Optimalisasi 
                                                          
28 Qs. Al-Kautsar: 1-8 
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fungsi lembaga zakat dan wakaf yang didorong oleh kekuatan civil 
society seharusnya lebih menyentuh pada aspek ekonomi 
pengembangan dalam arti tidak hanya terhenti pada‚pemberian 
sembako‛ saja, akan tetapi harus ada upaya mendorong dan 
membina secara konsisten dan kontinu kepada masyarakat grass 
roots dalam upaya mewujudkan kemandirian ekonomi, sebagai 
bentuk usaha mewujudkan keadilan dan kesejahteraan social 
sehingga karakteristik Islam yang rahmatanlil’alamin dapat 
dimanifestasikan dalam kehidupan bermasyarakat. 
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